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Singaraja (Bali Post) - :
Rencana dewan Buleleng memb
jatah bqntuan sosial (bansos) dlkhaw
bangumn di desa. Kucuran bansos i sangat di
Jika kebutuhan mobdin bisa dino
ditunda untuk beberapa tahun ke d

Demikian diungkapkan

gu (25/10) kemarin.

Lebih jauh, pria yang men-
jabat Perbekel Desa Dencarik,
Kecamatan Banjar, ini men-
gatakan, kalau pembelian
mobdin dewan baru wacana,
perlu dilakukan pembahasan
secara detail. Bahkan, jika
perlu dilakukan survei den-
gan penyebaran kuisioner di
masyarakat untuk mencari

‘kita tidak bisa berkata ban-

“yak. Tapi kalau tidak ada
aturan kita harapkan ren

itu ditunda wituk sementara,”

katanya. |||

Menurut Suteja, selamalm

- dana bansos dari dewan peny-

nan di desn
banyak bansi

masukan terhadap rencana untuk pembangunan yang
tersebut. Jika wacana de- tidak mas Kidalam Rencana
wan itu dari segi regulasi Pemba

yang mengatur memang ada, gah Desa

maka pihaknya tidak bisa
berkata banyak dan mau tidak
mau harus menerima pro-

gram dewan tersebut. Namun
demikian, aturan ini perlu
dipelajari kembali. Hal ini kar-
ena pemanfaatan dana bansos
didasari oleh aturan. Jangan
sampai aturan pemanfatan-
nya melenceng dari regulasi,
sehingga dikhwatirkan akan
menimbulkan permasalahan
hukum di kemudian hari. “Ka-
lau menurut saya, lihat dulu

obil des (mobdm)
irkan akan mengganggu program pem-
arapkan untuk kepentingan
masyarakat luas. Karena itu, renca'ia ni diharapkan dikaji detail dan matang.

Ketua Forum Komunikasi gtﬁ?sn;: ﬁmﬁzmnﬁﬁgf"'
Desa (Forkomdes) quupa_ten ham% 24 rakyat terhpr-
Buleleng I Made Suteja, Ming- SoatiKalalllu ada re s

Jangka Menen-
%JMDes) Meg _gada RPJM
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ﬁengan membagi

uakan, maka rencana itu ada baiknya
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demkartxismasya,rakat sndah

sangat merasakan dampak
positif bansos tersebut. Untuk
itu, tahun depan pihaknya
berharap agar bansos bisa
mengalir utuh tanpa harus
dlpangk%kauntuk membeli
mobdin. Jika bansos sekarang
harus dialihkan sebagian
untuk beli mobdin dikhawatir-
kan program pembangunan di
desa itu akan terganggu.
Selain itu, ke depan
pihaknya sangat setuju dengan
rencana pemerintah kabupat-
en yang mengatur dana bansos

agar bisa membiayai program
pemb yang ditetapkan
es. (kmb38)
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Dewan Sayangkan Pembangunan

Akses Jalan Dermaga Batal

Semarapura (Bali P ‘ - pemb ngunan akses ,alan
Pernyataan Bupati Klung-  tidak

kung I Nyoman Suwirt2 yang hun i

mengatakan pembuata :I ses rian Perhubungan RI udah

jalan Dermaga Gunaks: 'i memas

dapat dilaksanakan
2015, mengundang 1

se]um]ahka]angan. Sa h perso an ini, Mastra ber-
tunya anggota DPRD ¥ #
kung Wayan Mastra Suv

napa bisa pembanguna
jalan dermaga tidak b
laksanakan gara-gara b gl
dinormalisasikannya alur
Tukad Unda,” ujar Mastra,
~ Ia juga tidak habis piki
kenapa hal tersebut baru di-
ungkapkan sekarang. 2‘

Politisi asal Desa Ts il asi |

itu menyayangkan pe -“ n- erja. “Karena "'di
mgbm % liereobitt,” iilahbya.
St il o BT
gunan j i bkan ~ wirta p pem-
belum normalnya alur .ly ad buatan akses jalan dermaga
Unda di sekitar der = EEER aat dilaksanakan
“Kami sangat sayangk E~ ke- i :

hal, dalam rapat kerja d juga menga

DPRD, tidak ada dari Dish laga telah berop-

dan Infokom Klungkun r' g erasi akhir 2015 atau awal

menyinggung soal bat 1;‘. a 2016, un ik sementara akan
lan

pembangunan akses jala :
dermaga akibat belum ac .". a yang ada sekarang. Agar bisa
normalisasi alur Tukad Unda.  dilalui endaraan, akan diu-
Dishub hanya membahas pa;
akses jalan dan pembe g v-': berapa I bangdanmemasang
dermaga. Dishub meng rget pipa pa
pembangunan akses jalan Sem 1tu, untukmem
dermaga selesai 2016, s !.- - percepat fgxﬁisses normalisa
gkan dermaga tuntas akhir aliran Tukad Unda, Pemkab
2015. “Kalau Dishub tidak bisa Klungkung telah melakukan
merealissikannya, saya akan lang pendataan atau in-
demo. Hal ini saya tek -f~ milikan lahan
dalam rapat kerja,” katany va. d1 eks gahan C. Langkah ini
Mastra menilai lobi-lbi untuk mengetahui apakah
yang dilakukan pemkab lahan itu milik pribadi atau
_ pusat agak kurang, sehqu ga  tanah negara. (kmb) ‘
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Mangupura (Bali Post) -

Kelebihan anggaran men-
capai 37 miliar, terus
menjadi bulan-bulanan wakil
rakyat di DPRD Badung.
Selain kesal karena hibah
tak cair, sorotan Dewan itu
lantaran kelebihan anggaran
rtidak melalui pembahasan
Kebijakan Umum Anggaran

- Prioritas dan Plafon Angga-
ran Sem?nfaraA(KUA-PPAS)

i2016. 1 3

. Ba , Sekretaris Fraksi

Gerindra DPRD Badung I Ny-
‘oman Sentana mengingatkan
eksekutif untuk mempelajari
Undang-undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR,
DPR, DPD dan DPRD (MD3)
sebelum nyolonong melaku-
kan anggaran tambahan.
“Landasan hukum mana

ksekutif Jadi B

aran Rp 37 Miliar |~

lan-bulanan Dewan

{1 i |
1itu. Seyogianya anggaran ini bukan untuk
ajar UU Nomor dana kedaruratan bencana

17 Tahun %014 tentang » alam. Anggota Komisi IV inj
DPR, DP n DPRD,” juga me jlai dana siluman
Sentana juga Sekret; tersebut |dipaksakan dalam
DPC Gerlpdra Badung ini, APBD. |
Minggu (25/10) kemarin. | “Saya bersama Fraksi Ger-
ikatakannya, mun indra tidak akan bersedia
dana tamhahan belanja § menandatangai APBD tahun
antarany. adaan mob 2016. Kalau sampai lolos,
tangga se 14 miliar  Fraksi Gerindra akan berada
an pengadadn baju endek di luar, tidak ikut terlibat da-
3,8 miliar setelah KUA-PP m penandatanganan APBD
disepakati qléh Dewan. 2016,” tegasnya.
garan ya lonong sete Kabag Humas dan Protokol
pembaha A-PPAS 2016 Setda Ba, AA. Gede Raka
kan bukan dana kebenca Yuda saat dimintai konfir-
naan yang tidak pernah b masi mengatakan, sejatinya
diprediksi kbpan datangnya,” semua tel memlalui proses
katanya. sesuai dengan mekanisme.
Menurutnya, angga‘r‘n “Intinya, tidak ada masalah
untuk pe .;
arusnya teréncana dan - gan proses dan persetujuan

zadaan bara; % lagi. Semugsudahsesuaiden-
: 3

o baik. Sebab,  Dewan," katanya. (kmb27)
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Bali Post |

hibah dan bansos pa ‘

hibah dan bansos yang ¢ Hdri
kan ke masyarakat.
< Uhtuk menindakls

Klungkung berencana |1 '
gundang Bupati Ny
Suwirta dalam rapat ‘

membahas pencalran (s
hibah dan bansos ini siid
dilayangkan ke bupati,” k&
Komang Gede Ludra, 4

satu anggota DPRD, Ming
(25/10) kemarin.

kerja dengan bupati sa ‘1'
penting dilakukan. DPRD
Klungkung sempat mi¢
bahas persoalan ters
dengan eksekutif padal Se
lasa (20/10) lalu. Nan
saat itu rapat kerja men
has pencairan dana h
dan bansos hanya dih
Sekda Gede Putu Wina
dan Kabag Kesra Wa
Winata, sehingga sejumla
anggota Dewan tidak piias.
Apalagi tidak ada kepastiz

soal pencairan dana hi
dan bansos. “Karena ha

pati, maka Pak Bupati ki
undang dalam rapat ketja
warnya.

D Kel 1mpungan

itu, ada informasi di
DPRD calau bupati bisa men-
cairkan dana hibah dan ban-
sos ke asyarakat Di satu
sisi, kalangan DewanlLuga
tidak at bupati mem-
buat a t sipasi agar dana
hibah bansos dapat dic-
airkan. Seperti halnya yang yang
dilakukan Gubernur Bali
dengan membuat rancangan
pergub yang sudah disetor
ke Mendagri. “Seharusnya
hal seperti ini juga dilak
oleh bupati, tapi Dewan 'dak
melihat ya ” kilahnya.
Informasi lainnya,

juga m J?dl pertanyaaan
sebaglap anggota DPRD.

Apalagi hal itu dilakukan
tanpa melalui persetujuan
Dewan. Untuk meluruskan
informasi tersebut, maka
DPRD perlu mengundang bu-
pati untuk melakukan rapat
kerja terkait pencairan dana
hibah dan bansos.

Bupati Klungkung dn
gakui diundang DPRD untuk
membahas pencairan dana
hibah dan bansos hari ini.

Hanya, bupati tidak bisa
menghadiri  harus me-
menuhi an ke Makas-
sar. Ia telah menunjuk Sekda
Gede Put Wmastra -
tuk mewakilinya ke DP

“Coba lan sung hubu 'gl
sekdaya a]Aglhahml e-
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Denpasar (Bali Post) -
Keputusan DPRD Bali
untuk segera merevisi Perda
No.16 Tahan 2009 tentang
RTRWP Bali sejatinya bukan
agenda baru. Niat merevisi
bahkan sudah terendus sejak
2010. Tiga agenda besar dis-
ebut-sebut menjadi alasan di
baliknya. Di antaranya, ke-
inginan untuk mempertinggi
bangunan di Bali lebih dari
15 meter, memperpendek
jarak sempadan pantai, dan
menghilangkan radius ke-
sucian pura. “Nah, sekarang
ketemu satu celah lagi yang
namanya Perpres No. 51 Ta-
hun 2014. Mereka tidak mau

7p_a11ng7 'llgr :

pentingan k

peduli apalt
proses ter

tl(_iak. Mer¢kaj

1a kK a
memulusk:
melegitima K

Kata di ;
RTRWP tils

»

peqtingan

revisi Perda

lebih hgn a

! komodasi ke-

fpentingan de-| Tetapi ke

- banter ti
sepul

ngan tinggi bangunan kan
investor, investasi. Begitu
juga yang berkepentingan
depgan Jarak sempadan pan-
tai -radius kesucian pura.
Apakah masyarakat Bali

- yang membutuhkan? Eng-

gi bangunannya
ter,” jelasnya.

gak. M,a’s:ijakat Bali paling

Gendo menambahkan,

~ Perda RTRWP Bali.sejak

dulu tidakL ligunakan untuk
penataan ruang, melainkan
penataan uang. Lucunya lagi,
hampir tidak pernah ada
implementasi dan penegakan
perda sejak diterbitkan 2009.

udian tiba-tiba

ada keinginan merevisi.
Anggota Dewan Daerah
Walhi Bali ini juga menye-
salkan kenapa setiap ada
usulan pembangunan sep-
erti misalnya jalan tol dari
Bali Selatan ke utara atau
kereta api, mesti diakomodir
dengan revisi perda. "Kalau
setiap pembangunan dia-
komodir lalu diubah Perda
RTRW-nya, kapan Perda
RTRW-nyarmenjadi satu do-

‘kumen yang punya kepastian

‘hukum. Makanya, prinsipnya
‘kan begini, Perda RTRW itu
'berlaku 20 tahun makanya
Perda 16 ini tentang RTRW
dari 2009 sampai 2029. Boleh

dievaluasi setiap 5 tahun
sekali, Tetapi gertanyaan-

enjelaskan, bila
memakai alasan Perpres
51 sebetulnya tidak tepat.
‘Begitu juga bila dikaitkan
‘dengan keberadaan jalan
tol Bali Mandara yang dis-
ebut masih melangg
RTRWP. ;
sudah memi 1
kum lewat terbitnya Perpres
'No.45 Tahun 2011 sehingga
tidak bisa disebut melang-
gar lagi.
Hal. 19
Lima Tahun
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Unud ini me -
t . kajian Unud sudaﬁ
Sementara itu, praktisi 51 tersebut masih mendapat  jelas menghasilkan bahwa
pariwisata Drs. Ec. I Putu sorotan taj m dan bahkan reklamasi Teluk Benoa tidak
Anom, M.Par: 7~ besar kei an tokoh-tokoh layak. Kajian ini semestinya
revisi Perda RTRWP set- dariberbagaj elemen baiklak- “dicermat bersama, dan DPRD
elah berjalan lima tahun ademisid erbagai disij ].Kx sebaiknya tidak terburu-buru

an, para x% - mengesa

memang dibolehkan darisegi ilmu, agam i(an Ranperda APZ
aturan. Namun, Ranperda tan pejaba AN, dan ingin merevisi Perda
APZ (Arahan Peraturan Zo- swasta asal Bali, LSM, Him- RTRWP.
nasi) yang disetujui sebagai punan asiswa Hindu “Seharusnya Pansus Ran-
perda turunan dari Perda dan mas kat Bali dari perda APZ menyosialisasikan
RTRWP justru mengacupada kalangan ah sampai atas  dulu ke masyarakat dan ada
Perpres No.51 Tahun 2014. agar Presidén Jokowi m n-  uji publik terutama ke pergu-
Seperti diketahui, perpres cabut pe s tersebut dan ruan tinggi yang ada di Bali.
ini memuat kawasan Teluk reklamasi afau revitalisasi Daerah Bali adalah milik se-
Benoa ‘menjadi kawasan pe- Teluk Benta bisa dibahlkT an,” mua masyarakat Bali, bukan

hanya milik kelompok ter-

manfaatan. “Halinitentuada paparnya.
indikasi untuk memuluskan ~ Manta ekan Fakultas tentu,” tegasnya. (kmb32)
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Singaraja (Bali Post) -

Pencabutan Perpres No.
51 Tahun 2014, terkait ren-
cana mengurukan Teluk
Benoa mendapatkan peno-
lakan tokoh masyarakat
Desa Pemuteran, Gerokgak,
I Wayan Siram (63). Dika-
takan, rencana reklamasi
Teluk Benoa tidak perlu
dilakukan. Pemerintah Bali
diminta mengambil sikap
tegas, terlebih lagi banyak
komponen masyarakat dari
Walhi Bali, LSM Lingkun-
gan lainnya bersama-sama
menyuarakan penolakan.
Penolakan itu bahkan
didengungkan sejak awal
rencana pengurukan di ka-
wasan konservasi Teluk
Benoa itu.

Wayan Siram sebagai
pelaku lingkungan di pe-
sisir laut Desa Pemuteran
merasa terusik. Pulau Bali
diciptakan Yang Maha Pen-
cipta dengan bentuk cantik.
Itu menjadi warisan gen-
erasi Bali. Rencana rekla-
masi yang merubah wajah/
peta pulau Bali itu sudah
pasti membuat pulau ini
tak cantik lagi. Karena itu,
reklamasi yang penuh nu-
ansa artificial itu sungguh
tidak diperlukan. Sebab
dari segala segi kecend-
erungannya, reklamasi itu
sangat merusak. Terlebih
keberadaan Teluk Benoa itu
disakralkan umat Hindu.
“Selama ini Buleleng masih
diam. Warga belum ban-
yak berbicara terkait isu
reklamasi di Teluk Benoa

Tokoh Pemuteran
Tolak Reklamasi Teluk Beno

\// ‘;

itu. Saya ingin mengajak
masyarakat Buleleng ikut
menolak rencana reklamasi
Teluk Benoa itu. Ini, kare
akan berdampak seja a
tidak langsung terhad
kelangsungan alam Bali
ke depannya,” ujar Siram,
ditemui Bali Post di Desa
Pemuteran, Minggu (25/10)
kemarin. ‘
Siram yang tinggal hd

besar di Pemuteran mera-
sakan begitu pentingnya
kawasan pesisir bagl pen-
ingkatan ekonomi dan kes-
ejahteraan masyarakat Bali.
Mendengar Teluk Beno
mau direklamasi, ia ya
sejak kecil berkecimpLu
di dunia pariwisata ini ber-
harap alam Bali yang té¢la
lestari tidak perlu diusik.
mencontohkan di Bulelen;
alamnya lestari dan alami
seperti, terumbu karan
di bawah laut Pemutera
Pulau Menjangan, hing
Taman Nasional Bali Barat
(TNBB). “Saya mendeng
dari berita koran dan me-
dia massa. Saya meras
peduli terhadap kawasa
Bali Selatan. Walaupun kit
berada di Bali Utara. Pulan
Bali sudah diciptakan den-
gan bentuk cantik. Janga
sampai yang di atas murk
terhadap Bali. Akibat ma-
nusia dengan kemampua
terbatas malah nekat mer-
ubah perwajahan pula
Bali. Jelas itu siapa nanti
yvang akan bertanggun
jawab jika terjadi musibzh,”
ucapnya berang. (kmb34
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Bali Postkmb34
syarakat
cara soal
penguru-
itu justru

REKLAMASI TELUK BENOA - Tokoh ma
Desa Pem.uteran I Wayan Siram angkat bi
reklamasi Teluk Benoa. Ia merasa proyek
kan laut tidak perlu dilakukan. Reklamasi
L'E'Tufa,’? pariwisata dan alam Bali.
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